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Nama  : Andi Muh Iqbal 
NIM  : 30600112099 
Judul :“Politik Identitas Etnis Mandar Dalam Pemerintahan Bupati 
Andi Ibrahim    Masdar di Kabupaten Polewali Mandar. 
 
Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi dari Etnis mandar dalam 
pemerintahan Bupati Andi Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali mandar, dan 
seberapa massif Politik Identitas yang terjadi selama jabatan Andi Ibrahim 
Masdar, baik dari factor konstruksi dan mobilisasi etnis dalam pilkada, pengaruh 
birokrasi dari Etnis Mandar, dan kekuatan dari politik Identitas Etnis Mandar. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dianalisis dengan analisis deskriptif, 
data dikumpulkan dengan teknik triangulasi yaitu penggabungan antara observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Selain itu, masalah dalam penelitian ini dikaji 
dengan menggunakan teori Politik identitas dam teori Kekuatan Politik. Penelitian 
ini berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan Andi 
Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali Mandar politik identitas berlangsung 
dengan massif, Politik identitas yang berkembang di Kabupaten Polewali mandar 
sangat di Dominasi oleh etnis Mandar, walaupun ada beberapa etnis yang ada di 
sana seperti Etnis Pattae dan Bugis namun eksistensi Etnis Mandar mempunyai 
hegemoni yang sangat besar di pemerintahan Andi Ibrahim Masdar, kemenangan 
beliau bukan hanya didukung oleh besarnya masyarakat yang beretnis mandar 
melainkan juga masifnya dukungan  yang diperoleh dari birokrasi. banyaknya 
Etnis mandar yang menduduki jabatan starategis di pemerintahan Andi Ibrahim 
Masdar tidak terlepas dari kedekatan emosional atau kedekan etnisitas. Meskipun 
demikian pemerintah telah melakukan usaha dalam tujuan menekan dampak 
negative dari praktek politik identitas ini tentunya dengan berbagai cara dan juga 
kerja sama dengan dinas atau badan yang terkait. Implikasi: Perlu adanya 
penyesuaian atau penekanan terhadap dominasi dari etnis tertentu terhadap etnis 
yang lain, karena pada prakteknya akan selalu ada kecemburuan sosial yang 
dimana kecemburuan sosial tersebut akan bermuara pada konflik horizontal. 
 










A. Latar Belakang 
Pasca Orde Baru, kajian politik indentitas di Indonesia mendapat perhatian 
yang khusus. Pada masa ini, nuansa kajian politik identitas di Indonesia, lebih 
terkait pada masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan 
lokal yang pada umumnya diwakili oleh para elit dengan artikulasinya masing-
masing. Gerakan pemekaran daerah, bahkan dapat dipandang sebagai salah satu 
wujud dari politik identitas. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah 
menjadi sentral dalam wacana politik mereka, akan tetapi, sejatinya, semuanya 




Pemerintah orde baru menyingkirkan sejauh munkin segala sesuatu yang 
berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Hal ini didahului oleh 
penolakan Soeharto terhadap semua sentiment kedaerahan yang dianggap sebagai 
bagian dari kesukuan. Meskipun terbukti bahwa pengertian tentang etnisitas 
dahulu dan sekarang sangat melekat dibatin sebagian besar orang Indonesia. 
Tuntutan untuk memperoleh Otonomi daerah yang lebih luas, demikian juga 
merebaknya konflik antar etnis sesudah 1998, menunjukkan bahwa identitas etnis 
masih sangat hidup sesudah ditindas lebih dari tiga dasawarsa. Karena setelah 
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Wacana mengenai etnisitas dan politik identitas kembali menguat pada 
masa transisi, ini bersamaan dengan krisis legitimasi pemerintahan nasional. 
Konsep nasionalisme yang di bangun selama hampir lima puluh tahun lebih 
kemudian menjadi konsep yang di perdebatkan eksistensinya. Pada masa pasca 
kemerdekaann, upaya membangun nasionalisme di dasarkan atas jargon revolusi 
yang membangkitkan perasaan senasib sepenanggungan. Dalam format yang 
hampir sama,  
strategi ini di terapkan oleh rezim Orde Baru melalui jargon pembangunan sebagai 
upaya kebersamaan untuk mencapai kemajuan.
3
 
Adapun ayat yang menjelaskan tentang manusia di ciptakan bersuku-suku 
dan berbangsa-bangsa ialah, surat Ar-Rum ayat 22. 
                         
           
Terjemahnya : 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan 
bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya 
                                                 
2
  M Thamrin Mattulada, Dinamika Politik Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, 
(Pustaka Sawerigading, Makassar, 2017), h 56. 
3
 Dede Mariana & Caroline Paskarina , Demokrasi & Politik Desentralisasi, (Graha Ilmu, 









Permasalahan kemudian timbul ketika kemajuan yang dicapai ternyata 
tidak disertai kebersamaan. Pola  sentralisme yang diterapkan sebagai 
konsekuensi model pembangunan ekonomi teryata menimbulkan kesenjangan 
antar daerah. Mulai muncul ketidakpuasan daerah akan perlakuan Negara 
(pemerintah Pusat). Ketidakpuasan akan redistribusi sumber-sumber daya alam, 
personil, dan keuangan menjadi latar belakang menguatnya sentimen primordial. 
Pada akhirnya, identitas etnisitas digunakan sebagai instrumen politik untuk 
menekan Negara. Politik identitas inilah yang kemudian yang mengemuka dalam 
bentuk tuntutan-tuntutan separatis ataupun disintegrasi Negara. Kasus Aceh, 
Papua, dan Riau menjadi contoh ketika isu etnisitas di gunakan sebagai tawar 
menawar kekuasaan untuk menekan Negara agar lebih memperhatikan daerah.
5
 
 Politik desentralisasi  melalui otonomi daerah Pasca-Orde Baru membawa 
implikasi pergeseran fokus politik ke daerah-daerah adalah munculnya 
kekhawatiran akan semakin kuatnya fragmentasi masyarakat politik di daerah 
berdasarkan kriteria-kriteria lokal. Kekhawatiran ini menjadi beralasan ketika 
hampir semua daerah di Indonesia di tandai dengan struktur masyarakat yang 
majemuk yang berpotensi bagi munculnya sentiment-sentimen komunal dalam 
kehidupan politik lokal. Sentiment lokal yang sangat kuat dapat mengarah pada 
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munculnya konflik horizontal yang bersifat primordial. Dalam bentuk primordial 
yang lebih kongkret, konflik primordial ini dapat berupa diskriminasi terhadap 
kelompok primordial yang jumlahnya lebih sedikit bahkan dapat juga mengarah 




 Ibnu Khaldun adalah pemikir Islam yang hidup diabad ke-13. Ide Ibnu 
Khaldun dalam karyanya berjudul Al-Muqaddimah (ditulis pada abad ke-13) 
menjelaskan banyak variasi aspek pengetahuan ilmiah dan masih relevan dengan 
situasi saat ini (Khaldun, 1986). Di awal bab satu, dia menjelaskan perubahan 
umum manusia, diikutioleh bab dua berisi filsafat sejarah. Dia membagi 
masyarakat manusia menjadi dua kelas, pedesaan (al-umran al-badawi) dan orang-
orang urban (al-umran al-hadari). Dia menyatakan bahwa sejarah adalah sangat 
penting untuk mengetahui kondisi sosial sebelumnya negara-negara yang 
mencerminkan karakter nasional mereka. Historis menulis membutuhkan 
keragaman sumber dan pengetahuan (Khaldun,1986). Teori Ibn Khaldun serupa 
dengan perkembangan Masyarakat lokal Indonesia.
7
 
Di arena politik, identitas etnis dihembuskan sebagai isu putra daerah yang 
kebanyakan dilakukan oleh elit lokal untuk merebut dan melanggengkan 
kekuasaan politiknya.Tentang hal ini, Eindhoven dengan tegas menyatakan bahwa 
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momentum reformasi telah menghantarkan elit lokal mengonsolidasikan kekuatan 
identitas (etnis) untuk menolak kepala daerah yang berasal dari non-etnisnya. Hal 
ini tampak dengan jelas dalam fenomena pembentukan kabupaten baru, di sini, 
para elit etnis berupaya memisahkan atau melepaskan diri dari kabupaten 
induknya dengan alasan distingsi sejarah kebudayaan, agama dan etnisnya.
8
 
Meskipun dalam sistem demokrasi politik identitas dianggap menjadi praktek 
politik yang salah kapra dikarenakan tidak menginginkan adanya keberagaman 
dalam sitem politik itu sendiri, praktek politik identitas lebih cendrung pada 
penguatan Etnis atau golongan demi melanggengkan kekuasaan elit dari dari 
golongan tersebut. 
Adapun ayat yang menjelaskan mengenai keberagaman etnis yaitu ayat 
yang telah dijelaskan dalam, QS. Al-Hujuurat ayat 13. 
                               
                   
Terjemahnya: 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
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Kebangkitan politik identitas di Indonesia tentunya tidak semata-mata 
bertumpu pada perubahan politik nasional yang pada awalnya bersifat sentralistik 
dengan kendali rezim Orde Baru dan mendorong lahirnya otonomi daerah serta 
berkembangnya politik identitas di seluruh Indonesia. Sri Astuti Buchari 
menggambarkan, otonomi dan demokrasi merupakan isu sentral yang mewarnai 
dunia politik Indonesia. Gema perubahan yang melekat dalam politik otonomi 




Potensi besar yang dimiliki kekuatan etnisitas di tingkat lokal tentunya 
dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional, sehingga, untuk meloloskan 
kepentingannya, maka, isu etnisitas dipandang lebih mempunyai peluang. Untuk 
itu, proses penggarapan dukungan massa menjadi target utama propaganda elit, 
sehingga isu etnisitas dapat terus direproduksi dan dimainkan dengan secara 
masif. Salah satu persoalan yang muncul sebagai implikasi dari menguatnya isu 
etnisitas adalah adanya perasaan sentimen etnis tertentu atas berkuasanya etnis 
lain di suatu wilayah. Akibatnya, masyarakat merasa terpinggirkan dalam wilayah 
ekonomi ataupun politik. keterbatasan akses tersebut mendorong masyarakat 
untuk melakukan upaya penguatan identitas dengan memilih etnis sebagai 
kendaraan untuk mempertahankan eksistensinya,
11
 Hal yang senada terjadi di 
Kabupaten Polewali Mandar di mana masyarakat yang kemudian merasa bahwa 
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kepentingan politik mereka tidak medapatkan respon dari elit politik yang berbeda 
suku ataupun golongan dengan mereka, Kemudian menggunakan cara yang lebih 
mengkrucut pada gerakan sosial etnis untuk bagaimana caranya kepentingan dan 
hak dalam mendapatkan pelayanan publik bisa teraplikasikan. 
Pada hakikatnya, faktor politik etnis yang diboncengi oleh perebutan dan 
pembagian kekuasaan merupakan faktor terbesar meluasnya isu politisasi identitas 
etnis pada setiap momentum politik, baik pada Pemilihan Legislatif maupun pada  
PILKADA .    
Berikut ialah hadis yang menjelaskan mengenai kepemimpinan. 
 
Artinya: 
Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, 
padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan.  (Shahih, HR. Al-
Bukhari no. 7148) 
 
Indikatornya, pertarungan identitas etnis dalam momentum politik selalu 
berpijak pada latar belakang etnis atau latar belakang daerahnya. Tentunya, hal 
tersebut dapat dipelajari sejak terbentuknya Kabupaten Polewali Mandar pada 
tahun 2006, serta resistensi konflik dalam tiap pemilihan Bupati Polewali Mamasa 
sebelum kemudian berganti nama menjadi Polewali Mandar pada tahun 2006. 
Resistensi konflik terfokus pada sentimen antar etnis yang tentunya bermuara 





yang dikatakan dominan dalam pertarungan tersebut adalah etnis Mandar, Pattae, 
serta Bugis, yang memiliki kesiapan sumber daya manusia yang cukup dan selalu 
tampil dalam kontestasi politik di Polewali Mandar. Bukan hanya perebutan kursi 
kekuasaan di pemerintahan melainkan juga penguatan etnis secara signifikan. Dan 
jika di lihat dari fenomena yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar.  Etnis 
mandar menjadi etnis yang kemudian melakukan hembusan identitas etnis dengan 
isu pengangkatan putra daerah, meskipun pada dasarnya elit yang bersangkutan 
berasal dari perpaduan Etnis yang berbeda. 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan 
penelitian terkait  Politik Identitas Etnis Mandar Dalam Pemerintahan Bupati 
Andi Ibrahim Masdar Di Kabupaten Polewali Mandar. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Eksistensi Etnis Mandar Dalam Pemerintahan Andi Ibrahim 
Masdar Di Kabupaten, Polewali Mandar.? 
2. Bagaimana bentuk Politik Identitas yang terbangun dalam Pemerintahan 
Andi Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali Mandar.? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian 
Untuk mengetahui politik identitas etnis Mandar dan bagaimana 
Eksistensinya sertan bentuknya dalam  pemerintahan Andi Ibrahim Masdar Di 






D. Manfaat Penelitian 
Beberapa kegunaan atau manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Manfaat teoritis  
    Berguna sebagai bahan pertimbangan dan penelitian baru bagi peneliti 
lain yang berkaitan dengan Politik Identitas etnis mandar Dalam 
Pemerintahan Bupati Andi Ibrahim Masdar. 
b. Manfaat praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan memberikan 
penjelasan tentang politik identitas etnis mandar dalam pemerintahan 
Andi Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali Mandar. 
c. Manfaat bagi masyarakat.  
Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami 
bagaimana politik identitas etnis mandar Pada pemerintahan Andi 
Ibrahim Masdar. 
E. Tinjauan Pustaka 
Skripsi berjudul Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah “Studi 
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012” Oleh Fikri  Adrian tahun 2012, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif  
Hidayatullah Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku politik dari 
etnis tertentu dalam hubunganya dengan preferensi calon kepala daerahnya, 





secara langsung di daerah Khusus ibu kota (DKI) Jakarta 2012.
12
 Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta semakin 
memanas dengan ramainya isu sentimen suku, agama, dan ras (SARA) yang 
dimainkan masing-masing tim sukses kedua pasangan calon gubernur dan wakil 
gubernur DKI. dalam penelitian ini bisa di simpulkan bahwa ada kemiripan 
dengan penelitian peneliti terkait pembahasan politik identitas tertentu dalam 
sebuah daerah. 
Peran Politik Etnis Dalam Pilkada (Studi Atas Pilgub Provinsi Bengkulu 
Tahun 2005) Oleh Dedi Firmansyah Tahun 2010, Fakultas Syari‟ah, Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan Penelitian ini Untuk 
mendeskripsikan bagaimana peran politik etnis dalam menentukan dukungan 
terhadap calon Gubernur dalam Pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2005.
13
 Di 
penelitian ini terfokus pada peran politik etnis dalam menentukan sebuah 
dukungan dalam sebuah pilkada meskipun berbeda kajian dengan pembahasan 
peneliti terkait politk identitas dalam sebuah pemerintahan, tapi kemiripan dalam 
penelitian ini ialah  membahas mengenai peran politik identitas etnis dalam 
menanggapi sebuah permasalahan terkait politik identitas. 
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Politik Identitas Muslim Kampung Jawa Terhadap Partai Keadilan 
Sejahtera di Kota Denpasar. Oleh Gedzha Aldino Putra Mahayadnya Gede  
Tahun, 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Udayana.Tujuan 
Penelitian Untuk Mengetahui Dan mendeskripsikan Politik Identitas Muslim 
Kampung Jawa Terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Kota Denpasar.
14
 Hasil dari 
penelitian saudara Gedzha Aldino Putra Mahayadnya Gede menyatakan 
bahwasanya Muslim kampung Jawa cenderung memilih partai dengan kesamaan 
identitas Islam akibat dari kontruksi identitas resisten, serta berharap partai Islam 
sebagai representasi umat muslim. 
Muslim kampung Jawa berafiliasi menjadi kader, simpatisan, dan pemilih 
PKS karena sering terlibat melakukan aktivitas sosial dan keagamaan bersama-
sama. Salah satu faktor yang menyebabkan muslim kampung Jawa berafiliasi 
dengan PKS dan memanfaatkan politik identitas, yaitu diusungnya Umar Dany 
yang merupakan salah satu tokoh berpengaruh di kampung Jawa, sebagai calon 
anggota legislatif dari PKS. Dalam penelitian ini senada dengan penelitian peneliti 
yaitu sama-sama membahas mengenai politik identitas namun peneliti terfokus 
pada politik identitas dalam pemerintahaan sedangan saudara Gedzha Aldino 
Putra Mahayadnya Gede lebih menenkankan pada tatanan partai politik. 
Etnisitas Dalam Pilkada Kolaka Utara 2012. Oleh Adehfitri Ashar Tahun, 
2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tujuan 
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Penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis berdasarkan perspektif 
primordial mengenai pengaruh etnisitas dalam pemilihan kepala daerah kolaka 
utara 2012.
15
 Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan primordial sangat 
mempengaruhi kandidat dalam memperoleh suara pemilih pada Pilkada Kolaka 
Utara 2012. Hal ini juga berpengaruh dalam merekrut suara masyarakat untuk 
memilih kandidat yang memiliki kesamaan identitas dengan aktor politik. Dengan 
memiliki kesamaan identitas, ketika dalam berkomunikasi akan lebih mudah dan 
akan saling menguntungkan antara dua bela pihak.  
Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan (Suatu Studi Terhadap 
Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan) Oleh Maghfira Faraidiany Tahun 
2015, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan. 
Penelitian ini menguraikan tentang politik identias etnis Tionghoa di Kota Medan. 
Sebagai salah satu etnis terbesar di Kota Medan maka etnis ini berperan penting 
dalam kehidupan politik Kota Medan. Terbukanya akses etnis Tionghoa ke dalam 
dunia politik tentu memberikan dampak yang besar bagi politik Indonesia 
khususnya Kota Medan. Dalam penelitian digunakan teori politik identitas dan 
etnisitas untuk mengetahui sejauh mana etnis Tionghoa ikut terlibat di dalam 
dunia politik. 
Teori politik identitas memaparkan tentang bagaimana etnis Tionghoa ikut 
dalam dunia politik melalui identitas politiknya serta etnisitas sebagai kesatuan 
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untuk memajukan etnis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 
wawancara dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah anggota 
dari beberapa organisasi Tionghoa yaitu Perhimpunan INTI ( Indonesia Tionghoa) 
dan PSMTI ( Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ) serta informan yang 
berasal dari partai politik Perindo. 
Politik identitas etnis Tionghoa di Kota Medan memang sangat mudah 
dijumpai pada masa pemilu. Penggunaan identitas etnik didalam perjuangan 
politik saat ini masih banyak terjadi dihampir seluruh daerah di Indonesia, 
termasuk di Kota Medan . Politik etnis lebih efektif digunakan untuk menarik 
perhatian masyarakat dalam Pemilu, karena politik etnis lebih bersifat kasat mata 
dari pada politik uang. Dapat dilihat bahwa etnis Tionghoa di Kota Medan 
memang dari dulu kekerabatannya kuat sehingga memberikan kesan bahwa 
mereka adalah etnis yang tertutup ataupun ekslusif di mata masyarakat.
16
 
  Adapun hal-hal yang secara siknifikan membedakan antara penelitian yang 
saya lakukan dengan penelitian sebelumnya yang saya jadikan rujukan terletak 
pada fokus kajian permasalahan. penelitian sebelumnya pada umumnya 
membahas  politik identitas dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. dan tidak 
membahas secara komprehensif bagaimana politik identitas  setelah kepala daerah 
tersebut terpilih. Keistimewahan penelitian saya adalah lebih jelas menjabarkan 
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bagaimana politik identitas pada suatu pemerintahan kepala daerah dan bagaimana 





















Berdasarkan judul penelitian penulis maka saya sebagai peneliti akan 
menggunakan beberapa teori yaitu. Teori Kekuasaan dan Politik Identitas. 
Keduanya saya akan uraikan lebih lanjut. 
A. Teori Kekuasaan 
 Kekuasaan adalah kemampuan seseorang sekelompok manusia untuk 
mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa 
sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang 
yang mempunyai kekuasaan itu.
17
 
 Sedangkan Soltau mengatakan bahwa kekuasaan adalah merupakan 
seseorang untuk mengunggulkan kemauanya terhadap kemauan orang-orang lain, 
sekalipun berlawanan dengan kehendak mereka ini.
18
 
Kekuasan biasanya berbentuk hubungan, dalam arti bahwa ada satu pihak 
yang memerintah dan ada fihak yang diperintah. Satu pihak yang memberi 
perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, 
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Diantara banyak bentuk kekuasaan ada sesuatu bentuk kekuasaan yang 
penting yaitu kekuasaan politik.dalam hal ini kekuasaan politik adalah: 
kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum baik terbentuknya 
maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan 
sendiri. Kekuasan politik merupakan sebagian saja dari pada kekuasaan sosial, 
yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-
satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah-
laku sosial dengan paksaan. Kekuasan politik   tidak hanya mencakup kekuasaan 
untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut 
pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan 
aktifitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif.
20
  
Ada beberapa Jenis instrumen kekuasaan antara lain: 
a. Partai Politik 
Partai berasal dari bahasa Latin 'partire' yang bermakna membagi. Menurut 
Prof Miriam Budiardjo. Partai politik adalah suatu kelompok yang 
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan 
cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoieh 
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kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara 
konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut J. 
Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara 
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap 
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini 




Sedangkan menurut Sigmund Neumann, dalam buku karyanya 
Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai 
politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk 
menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui 
persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang 
mempunyai pandangan yang berbeda.
22
 
Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan 
kekuasaan guna mewujudkan program-program yang di susun berdasarkan 
kepentingannya. Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi partai politik, 
sebagai berikut:   
 • Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik  
 • Partai politik sebagai sarana komunikasi politik 
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 • Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik 
 • Partai politik sebagai sarana pengatur konflik
23
 
Sedangkan menurut Roland Rich mengelaborasi setidaknya ada 
tujuh fungsi dari partai politik: 
1. Merekrut dan menominasikan calon yang akan menduduki jabatan politik   
tertentu. 
2. Memobilisasi dukungan terhadap calon-calon yang mereka ajukan untuk 
ikut di dalam sebuah pemilihan umum. 
3. Mengelompokkan pilihan isu di antara kelompok calon yang berbeda. 
4. Merepresentasikan kelompok social atau kelompok kepentingan yang 
berbeda. 
5. Menggabungkan kepentingan tertentu ke dalam koalisi yang lebih luas. 
6. Membentuk dan mempertahankan pemerintahaan. 
7. Mengintegrasi warga Negara kedalam proses politik nasional.24 
b. Media Massa 
Peranan media massa dalam berbagai aspek kehidupan sosial 
masyarakat modern begitu besar. Hal ini tak mengherankan jika media 
massa digunakan untuk berbagai tujuan, untuk mempercepat proses 
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Penggunaan media massa untuk kampanye tampaknya begitu 
esensial dalam kehidupan politik. Di Amerika, setiap ada pemilihan 
presiden media massa di seluruh negeri hampir selalu digunakan untuk 




Salah satu bentuk media massa yang paling dominan sekarang, tetapi 
sekaligus memilik kekhasan ialah media penyiaran, khususnya 
televisi.penyiaran menggunakan rana publik, yaitu frekuensi yang 
jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan secara berbeda dengan media 
cetak.
27
 Media massa memiliki fungsi strategis dalam kehidupan 
masyarakat. Disatu sisi bisa menciptakan masyarakat hidup damai dan 
harmonis. Namun di sisi lain akibat pemberitaan media massa, suasana 
kedidupan kemasyarakatan bisa terjadi disharmonisasi bahkan bisa 
memunculkan huru-hara. Dalam kaitannya dengan Pemerintahan Andi 
Ibrahim Masdar Di Polewali Mandar. 
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Birokrasi dapat didefinisikan sebagai seluruh unit yang berada 




Perjalanan desentralisasi tidak luput dari sejarah birokrasi negara ini. 
Sejarah birokrasi indonesia pada zaman kerajaan dahulu yang telah 
meletakkan para birokrat (kaum ningrat dan abdi dalem sebafai instrumen 
untuk melayani kepentingan raja. Kemudian datang penjajah atau para 
kolonial yang mengembangan birokrasi model Weberian (secara rasional) 
untuk memenehi kepentingan negara penjajah. Setelah kemerdekaan 
diperoleh, birokrasi menjelma sebagai organisasi modern dan besar ditengah 
masyarakat yang belum terbiasa berorganisasi secara modern.
29
 
Birokrasi  sebagai instrumen kekuasaan dan kebijakan terjebak 
dalam arus sebagai lembaga pelayanan publik, dan sebagai kekutan politik 
yang tidak bisa netral. Peranan birokrasi pemerintahan belum berarti secara 
ekonomi dan politik bagi rakyat. Sepanjang masih membuka kesempatan 
dan menghargai kritik dan kontrol, sebaiknya birokrasi pemerintahan perlu 
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Sehubungan dengan terpilihnya Andi Ibrahim Masdar dalam kontestasi 
politik sebagai bupati kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2013, tidak dapat 
dipungkiri akan selalu ada sorotan akan keberadaan birokrasi yang 
dipresentasikan oleh Bupati Terpilih.  
B.  Teori Politik Identitas. 
Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman tentang 
politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik 
identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri, yang oleh Suparlan 
disebut juga sebagai jati diri. Masih menurut Suparlan, identitas atau jati diri 
adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang 
dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang 
menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu 
kelompok atau golongan tertentu. Sementara Buchari dengan mengutip Jumadi 
(2009) mengemukakan bahwa konsep identitas secara umum dapat dimaknai 
sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan 
individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam 
interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan 
keberadaan individu atau kelompok tersebut.
31
 
Secara tegas, Cressida Heyes dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy 
mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam 
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pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-
pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota- anggota dari kelompok-
kelompok sosial tertentu.
32
Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam 
ruang lingkup ideologi atau afilisasi kepartaian, politik identitas berkepentingan 
atas pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup 
konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. 
Seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensial tentang 
keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas. 
Merujuk pada Castells yang mengatakan bahwa identitas merupakan atribut yang 
melekat kepada seseorang secara kultural,
33
masyarakat Tionghoa di Indonesia 
secara tegas teridentifikasi sebagai kelompok masyarakat non pribumi yang 
terpisah dari masyarakat asli Indonesia walaupun dalam diri mereka melekat 
identitas kesukuan Indonesia seperti Jawa (Cina jawa), Batak (Cina Batak), 
Manado (Cina manado), Betawi (Cina Benteng), dan lain lain, identifikasi tersebut 
tidak hanya diberikan oleh orang diluar Tionghoa tetapi dilekatkan pula oleh 
komunitas mereka sendiri berdasarkan struktur silsilah etnis mereka secara 
genetik dan budaya nenek moyang.  
Dikalangan orang Tionghoa bisa dengan sangat mudah tampak pada 
streotip yang ditunjukkan dan menjadi asumsi umum misalnya kebiasaan orang 
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Tionghoa yang hidup berkelompok di wilayah tertentu
34
 (disebut pecinan), 
perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Imlek dan Cap Go Meh, 
namun demikian, Castells juga menegaskan bahwa: “Identities can also be 
originated from dominant institutions, they become identities only when and if 
social actors internalize them and construct their meaning around this 
internalization”
35
Castells mengemukakan bahwa identitas tidak hanya tentang 
bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana 
kelompok dominan memberikan klaim dan menginternalisasi seseorang atau 
kelompok tertentu yang dilekatkan pada ciri-ciri dan streotif yang dilekatkan pada 
mereka. 
Dalam menentukan politik identitas, menurut Castells harus lebih dahulu 
dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul yang 
menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentukkan identitas, yaitu: 
 a. Legitimizing identity atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang 
dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan 
sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan 
sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok. 
b. Resistance identity atau resistensi identitas, yaitu identitas yang 
dilekatkan oleh aktor aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas 
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tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi 
hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru 
yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain, 
konstruksi identitas inilah yang oleh Coulhoun dimaknai sebagai 
politik identitas.  
c. Project identity atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model 
ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan 
membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi posisi tertentu 
dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan 
sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.
36
 
Merujuk pada beberapa pemahaman diatas, berakar pada streotif yang 
dilekatkan dengan menggunakan perspektif primordialisme. Mengikuti konsep 
politik Aristoteles, Primordialisme berarti “berperang ke luar dan konsolidasi ke 
dalam”. Karena itu, Selalu diwarnai konflik baik yang bersifat frontal maupun 
yang dialektik. Selalu ada dalam wilayah ketegangan antara superioritas dan 
inferioritas, antara mayoritas dan minoritas. Dalam wacana pluralisme, ketika 
demokratisasi digulirkan dan mendapatkan dukungan kuat dari konsep 
multikulturalisme, Seolah menemukan kekuatannya, dimana keberadaan minoritas 
berubah dari didiamkan menjadi dipertanyakan sekaligus diperjuangkan baik 
dengan melakukan asimilasi maupun akulturasi yang bersifat sistemik. Perjuangan 
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politik identitas akan menemukan muaranya saat streotif yang dilekatkan dapat 
disejajarkan dengan eksistensi kelompok dengan identitas lain dan mendapatkan 
hak-hak yang sama dalam lingkup sosial, budaya dan politik, hal tersebut bisa 
dilakukan dalam kultur demokrasi.  
Dari beberapa pemahaman diatas, politik identitas dapat dipahami sebagai 
tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari 
anggotaanggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau 
karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, Gender, atau keagamaan. Politik 
identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik identitas yang 
dialami oleh masyarakat Tionghoa memberikan asupan energi bagi menguatnya 
orientasi politik setelah Orde Baru. Konstruksi identitas seperti yang dikatakan 
oleh Castells secara langsung memposisikan masyarakat Tionghoa sebagai 
komunitas yang eksklusif dan memiliki ruang sosial yang lebih luas dibandingkan 
dengan masyarakat pribumi, hal ini terjadi karena penguasaan mereka atas sektor 
ekonomi menjadi modal yang kuat bagi agenda-agenda politik yang dimiliki 
setelah reformasi 1998. Walau kerap kali menjadi sasaran kerusuhan dan konflik 
sosial, masyarakat Tionghoa selalu mampu merehabilitasi posisi mereka di tengah 
masyarakat. 
a. Multikulturalisme 
Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih 





membaur dalam sebuah unit politik.
37
Seperti dicontohkan bagaimana harmonisasi 
yang terjadi antara masyarakat Cina, India, dan Melayu yang dekat secara 
geografis namun memiliki budaya dan tradisi yang berbeda satu dengan yang 
lainnya namun mampu bersinergi sebagai kekuatan etnoreligius tanpa 
menghilangkan identitas kultural masing-masing. Clifford Geertz berkomentar 
bahwa kemerdekaan nasional merangsang sentimen-sentimen etno religious di 
negara-negara baru karena termotivasi oleh visi dan misi tentang kemerdekaan 
yang memperebutkan kontrol atas negara. Karena itu dibutuhkan kekuatan yang 
lebih besar dari sekedar kekuatan negara yaitu kekuatan masyarakat secara lebih 
kondusif yang dibangun diatas nilai nilai pluralisme dan multikulturalisme. 
Masyarakat menjadi ujung tombak dari kontrol yang harus dilakukan terhadap 
berkembangnya konflik diantara kekuatan-kekuatan kelompok baik yang berbasis 
etnis maupun agama, karena seiring berkembangnya kapitalisme modern, struktur 
sosial secara langsung telah membuat kotak-kotak budaya yang ada didukung oleh 
ekonomi pasar yang seharusnya mampu memperkuat cita-cita demokratis 
keselarasan sipil dan kewarganegaraan. Hal tersebut penting untuk dilakukan 
untuk memperkuat pembentukkan nation building dengan menggunakan kotak-
kotak budaya yang sudah ada atau dengan pembentukkan faksi-faksi baru yang 
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Secara sederhana, multikulturalisme dimaknai sebagai pengakuan dan 
dorongan terhadap pluralisme budaya; multi-budaya menjunjung tinggi dan 
berupaya untuk melindungi keanekaragaman budaya (misal bahasa-bahasa 
minoritas), dan pada saat yang bersamaan memfokuskan diri pada hubungan 
budaya minoritas dengan budaya mayoritas yang seringkali tidak seimbang.
39
  
Cashmore menjelaskan dalam kaitannya dengan kebijakan negara, 
multikulturalisme bertujuan pada dua hal: (1). Untuk memelihara keselarasan 
antara kelompok-kelompok etnis yang beraneka-ragam, (2) untuk menstrukturkan 
hubunganantara negara dan minoritas etnik. Pembahasan mengenai 
multikulturalisme selalu dikaitkan dengan konsep konsep kewarganegaran, seperti 
konsep bangsa, etnis, suku dan rakyat atau penduduk. Secara historis, konsep 
kebangsaan di Indonesia selalu merujuk pada fenomena tentang ras, keberagaman 
suku, masa penjajahan, gerakan kemerdekaan. Kymlica menjelaskan konsep 
kebangsaan ini berawal dari konsep bangsa yang bersifat sosial-budaya-politik, 
sementara konsep negara lebih berorientasi pada hukum, lebih jauh Kymlica 
mengemukakan bahwa bangsa adalah komunitas sejarah, yang kurang lebih 
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lengkap secara kelembagaan, yang menduduki wilayah tertentu atau tanah air 
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METODE PENELITIAN  
Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang 
bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan 
metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, 
mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini 
dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara 
mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena pendekatan 
ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara mendetail. Metode 
kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau 
menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik bentuk kata-kata maupun bahasa 
serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang di temukan 
ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan bukti atau fakta sosial yang ada 
misalnya prilaku, tindakan,dan presepsi. Seperti dalam pengertian penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah alat untuk memaparkan dan 
memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah 
sosial atau masalah individu.
41
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Sedangkan menurut Bagong Suyanto, Sutina. Penelitian Kualitatif dapat 
diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif  mengenai kata-




Penelitian ini apabila diterapkan dalam penelitian tentang “Politik Identitas 
etnis mandar Dalam pemerintahan Andi Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali 
Mandar” adalah mencoba memahami  bagaimana Politik Identitas etnis mandar 
Dalam pemerintahan Andi Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali Mandar. 
B. Objek Penelitian 
Objek penelitian yang dimaksud di sini adalah menganalisis suatu 
individu, kelompok atau komunitas  tertentu untuk mengetahui bagaimana politik 
identitas dalam Pemerintahan Andi Ibrahim Masdar dan seberapa besar 
pengaruhnya terkhusus pada tatanan aparatur pemerintahan di Kabupaten 
Polewali Mandar. 
C. Lokasi Penelitian 
Peneliti melakukan Penelitian di Polewali Mandar untuk menganalisis 
bagaimana politik identitas dalam pemerintahan Andi Ibrahim Masdar di 
kabupaten polewali mandar. 
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D. Sumber Data 
Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam sumber 
seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya mampu pada 
satu sumber data saja. Kemudian
43
, adapun sumber data yang digunakan yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh secara 
langsung dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
44
 
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 
sumber terkait dengan penelitian.Peneliti turun langsung ke masyarakat 
umum untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman 
hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara 
dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti, data-data 
respon tokoh masyarakat dan masyarakat awam terhadap fenomena politik 
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2. Data Sekunder 
Data Sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh 
secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau 
digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi 
dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.
45
 Data sekunder dalam 
penelitian ini di dapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat 
dijadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari 
referensi buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan 
pembahasan penelitian. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah: 
1. Metode Wawancara  
a. Wawancara (bahasa Inggris: interview) merupakan percakapan antara 
dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan 
pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 
informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara 
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Peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil 
bertatap muka antar pewawancara dan informan atau orang yang 
diwawancarai, pewawancara adalah orang yang menggunakan metode 
wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses 
wawancara tersebut. Dan informan yang dimaksud disini adalah pihak-
pihak yang  terkait dengan politik identitas dalam pemerintahan Andi 
Ibrahim Masdar di kabupaten Polewali Mandar. 
2. Observasi (Pengamatan Langsung) 
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.
47
 Observasi yaitu 
sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara 
cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan mengamati setiap fenomena yang 
berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dan pencatatan dengan 
sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.
48
 Oleh karena itu 
metode observasi ini peneliti gunakan sebagai metode sekunder atau 
pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta 
menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. 
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Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali 
manfaatnya. Pada umumnya memberikan gambaran tentang foto sebagai 
data atau sebagai pendorong kearah menghasilkan data, perlu 
dikemukakan satu hal penting yaitu apabila sumber datanya berasal dari 




F. Teknik Analisis Data 
Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data , 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang saling 
jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, 
dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan 
umum yang disebut “analisis”. Berikut ialah ringkasan analisis kualitatif interaktif 
yang dikemukakan oleh Miles & Huberman :
50
 
1. Reduksi Data 
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Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi 
data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung 
terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif 
berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data 
berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, 




Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 
akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses 
transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 
laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat 
disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui 
seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam 
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2. Penyajian Data 
Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan/ kesimpulan. Penyajian yang paling sering digunakan ialah 
bentuk teks naratif . 
Penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi 
analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis matrix, grafik, 
jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi 
yang tersusun dalam suatu bentuk yang padat dan mudah 




Penyajian data tidaklah terpisah dari analisis. Ini merupaka bagian 
dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk 
data kualitatif dan memutuskan jenis data dan bentuk data yang harus 
dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis. 
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3. Menarik Kesimpulan  
Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verivikasi. 
Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis 
kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 
proposisi. 
Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat 
menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul 
bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, 
pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang 
digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan 
mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan 
beberapa hal yang terkait dengan lokasi penelitian. 
1. Sejarah Kabupaten Polewali Mandar 
Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten 
Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan 
berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali 
Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi 
digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 
setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 




Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di 
Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling 
Mamasa yang meliputi Tabulahan (Petoe Sakku), Aralle (Indo Kada Nene), 
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Mambi (Tomakaka), Bambang (Subuan Adat), Rantebulahan (Tometaken), 
Matangnga (Benteng), dan Tabang (Bumbunan Ada).
57
 
2. Letak Geografis 
Kabupaten Polewali Mandar yang beribu kota di Polewali terletak antara 
3º4„10" - 3º32„00" Lintang Selatan dan 118º40„27"- 119º29„41" Bujur Timur. 
Secara geografis wilayah Kabupaten Polewali Mandar memiliki batas-batas 
sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar - Selat Makassar  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene58  
Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 Km² yang 
meliputi 16 (lima belas) kecamatan.  Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas 
wilayah 356,93 Km² dan Kecamatan Bulo dengan luas 241,93 Km² merupakan 2 
kecamatan yang terluas di Kabupaten Polewali Mandar ini. Luas kedua kecamatan 
tersebut 29,58% dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara 
kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas wilayah 
21,34 Km² (1,06% dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar).
59
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Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar 
No Kecamatan 
Luas ( ) 
Persentase 
1. Tinambung 21,34 1,06% 
2. Balanipa 37,42 1,85% 
3. Limboro 47,55 2,35% 
4. Tubbi Taramanu 356,95 17,65% 
5. Alu 228,30 11,29% 
6. Campalagian 87,84 4,34% 
7. Luyo 156,60 7,74% 
8. Wonomulyo 72,82 3,60% 
9. Mapilii 91,75 4,53% 
10. Tapango 125,81 6,22% 
11. Matakali 57,62 2,85% 
12. Polewali 26,27 1,30% 
13. Binuang 123,34 6,10% 
14. Anreapi 124,62 6,16% 
15. Matangga 234,92 11,62% 
16. Bulo 229,50 11,35% 
 Kabupaten Polewali Mandar 2.022,30 
 
100,00% 
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar. 
3. Kependudukan 
  Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam proses 
pembangunan itu sendiri. Penduduk tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi 
pelaksana dari pembangunan. Dengan demikian pemahaman akan dinamika 
kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menjadi 
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Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2006-2010 
terus mengalami peningkatan. Keadaan ini nampak dari data Statistik, jumlah 
penduduk pada tahun tahun 2006 sebanyak 367.761 jiwa, dan tahun 2007 
sebanyak 369586 jiwa sedangkan tahun 2008 mengalami peningkatan sebanyak 
371.420 jiwa, ditahun 2009 telah berjumlah 373.263 Jiwa dan ditahun 2010 
berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (BPS Polewali Mandar, April 2011) 
berjumlah 391.120 jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun 
(2006–2010) berdasarkan perhitungan BPS Polewali Mandar masing-masing 
1,32%; 0,50%; 0,50%; 0,50% dan 1,44%.
61
 
Pertambahan penduduk yang terus saja mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun, hal ini akan memberikan pengaruh penting bagi kesehatan manusia. Di 
mana kondisi lingkungan pemukiman yang padat menyebabkan penghuni 
pemukiman tersebut rentan terhadap penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. 
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Polewali Mandar tahun 2010 (SP 2010) 
menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maka Angka 
kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk terbagi habis 
ke dalam 84.557 rumah tangga, dimana rata-rata jumlah anggota rumah tangga 
sebesar 4 – 5 jiwa. Kecamatan Polewali merupakan kecamatan dengan jumlah 
penduduk terbesar, yaitu 54.843 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan 
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Matangnga sebesar 5005 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten 
Polewali Mandar sebesar 228 jiwa/Km².
62
 
Tabel : 4.2. Karakteristik Penduduk di Kabupaten polewali Mandar Tahun 
2008-2010 
URAIAN 2008 2009 2010 
Jumlah Penduduk Total 371.420 373.263 396.120 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin: 
a.Laki-laki 180.763 181.660 193.108 
b.Perempuan 190.657 191.603 203.012 
Rasio Jenis Kelamin 95 95 95 
Jumlah Rumah Tangga 79.768 80.162 84.557 
Rata-rata Jumlah Anggota 
Rumah Tangga 
5 5 5 
Pertumbuhan Penduduk (%) 0,5 0,5 0,5 
Kepadatan Penduduk (Jiwa/K ) 
184 185 228 
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Tabel: 4.3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di 
















1. Tinambung 22.317 21,34 1.046 
2. Balanipa 24.021 37,42 642 
3. Limboro 16.981 47,55 357 
4. Tubbi Taramanu 18.273 356,95 51 
5. Alu 11.980 228,30 52 
6. Campalagian 52.307 87,84 595 
7. Luyo 26.692 156,60 170 
8. Wonomulyo 45.269 72,82 622 
9. Mapilii 27.220 91,75 297 
10. Tapango 21.492 125,81 171 
11. Matakali 21.310 57,62 370 
12. Polewali 54.843 26,27 2.088 
13. Binuang 30.504 123,34 247 
14. Anreapi 9.273 124,62 74 
15. Matangga 5.005 234,92 21 






Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. 
4. Administrasi Pemerintahan 
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menaungi 16 Kecamatan dengan 
144 Desa dan 23 Kelurahan. Dari 167 desa dan kelurahan yang ada tersebut 
terdapat 706 dusun. 
Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, ada 2 
kecamatan yang memiliki desa dan kelurahan terbanyak, Kecamatan Campalagian 





kelurahan. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai jumlah desa dan kelurahan 
paling sedikit adalah Kecamatan Matangnga yang hanya hanya memiliki 4 desa 
dan kelurahan. Ibukota kecamatan yang paling jauh jaraknya dengan ibukota 




Tabel : 4.4. Jumlah Desa Dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Polewali Mandar 
No. Kecamatan Desa Kelurahan 
1. Tinambung 7 1 
2. Balanipa 10 1 
3. Limboro 10 1 
4. Tubbi Taramanu 12 1 
5. Alu 7 1 
6. Campalagian 17 1 
7. Luyo 10 1 
8. Wonomulyo 13 1 
9. Mapilli 11 1 
10. Tapango 13 1 
11. Matakali 6 1 
12. Polewali - 9 
13. Binuang 9 1 
14. Anreapi 4 1 
15. Matangga 6 - 
16. Bulo 9  
 Polewali Mandar 144 23 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Polewali Mandar. 
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Tabel : 4.5. Jarak Dari Ibukota kabupaten Ke Ibukota Kecamatan di 












1. Tinambung Tinambung 47 
2. Balanipa Balanipa 46 
3. Limboro Limboro 49 
4. Tubbi Taramanu Taramanu 72 
5. Alu Petoosang 58 
6. Campalagian Pappang 31 
7. Luyo Batupanga 28 
8. Wonomulyo Sidodadi 13 
9. Mapilli Mapilli 16 
10. Tapango Pelitakan 19 
11. Matakali Matakali 6 
12. Polewali Polewali 0 
13. Binuang Amassangan 14 
14. Anreapi Anreapi 5 
15. Matangnga Matangga 64 
16. Bulo Bulo 39 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. 
Selama tahun 2010, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar telah menerbitkan sebanyak 350 Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB), yang sebagian besar berada di Kecamatan Polewali (183 Izin) dan 
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5. Sosial Budaya 
a. Pendidikan 
 Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sarana pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) yang akan sangat menentukan masa depan suatu bangsa. Dari 
tahun ke tahun partisipasi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dalam dunia 
pendidikan semakin meningkat seiring upaya pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar untuk menciptakan suatu masyarakat yang berpendidikan.
65
 
 Salah-satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 
pembangunan Sumber Daya Manusia dalam suatu daerah adalah tingkatan 
pendidikan. Tingkat Pendidikan sebagai predisposing factor terhadap perubahan 
perilaku khususnya bagi pengetahuan tentang kesehatan, sehingga diharapkan 
masyarakat yang berpendidikan memiliki kesadaran yang tinggi pula dalam 
perilaku hidup sehat .
66
 
 Data pendidikan penduduk berumur 10 tahun keatas berdasarkan 
pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Polewali Mandar,bahwa 
persentase penduduk yang lulusan SD sebesar 8,05%, lulusan SLTP sebesar 
10,94% dan lulusan SLTA sebesar 20,94%. 
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 Pada tahun 2010, sarana tempat ibadah di Kabupaten Polewali Mandar 
meliputi 743 masjid, 45 gereja Protestan dan 10 gereja Katholik. Jumlah jemaah 
haji yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2010 sebanyak 521 
orang yang terdiri dari 373 orang jemaah perempuan dan 148 jemaah laki-laki. 





 Sebagai salah satu pilar kebudayaan Mandar, kesenian mandar yang 
merupakan unsur kebudayaan yang biasa diselengarakan dalam kegiatan 
perkawinan (mappakaweng) atau khataman Al-Qur‟an (mappatammaq). Kesenian 
itu antara lain Tari Pattuqduq, Pakkacaping (menggunakan kecapi), Parrawana 
(menggunakan rebana/tambur), Orkes Toriolo (kelompok kesenian atau band), 
Passayang-sayang (sastra lisan/berbalas syair), Kalindaqdaq (syair lisan/tertulis 
berisi petuah) dan Saeyang pattuqduq (kuda menari mengikuti irama).
68
 
Kesenian yang paling dinantikan adalah saeyang pattuqduq. Saeyang 
pattuqduq oleh masyarakat Mandar diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan 
khataman Al-Qur‟an (mappatammaq), khitanan (massunnaq), maulid Nabi 
(mamunuq), perkawinan (tokaweng) atau memeriahkan acara syukuran. Saeyang 
pattuqduq ditunggangi oleh Remaja Wanita dan diiringi dengan irama tabuhan 
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rebana sambil berkeliling kampung. Sementara itu sekelompok orang saling 
berbalas pantun dalam bahasa Mandar di depan kud a menari tersebut.
69
 
B. Eksistensi Etnis Mandar dalam Pemerintahan Andi Ibrahim Masdar di 
Kabupaten Polewali Mandar. 
1.  Dominasi Etnis Mandar dalam Birokrasi Andi Ibrahim Masdar 
Kemenangan kandidat Andi Ibrahim Masdar dalam pemilihan umum di 
Polewali Mandar seringkali dihubungkan oleh pengaruh birokrasi. Hal ini terjadi 
dikarenakan korelasi antara birokrasi dan Pasangan Calon Terjalin Dengan Baik 
satu sama lain. Korelasi tersebut terbentuk atas hubungan satu sama lain, baik 
hubungan langsung dengan pasangan calon maupun hubungan dengan sanak 
saudara dari pasangan calon. berdasarkan UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 
2004 Bab V Pasal 130 ayat 1 dan 2 yang berisikan “pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian dari dan dalam Eselon II pada pemerintahan daerah sepenunya 
merupakan domain kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati)”,
70
 hal ini 
memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap kepala daerah menyangkut 
kewenangan daerah dalam mengelola kepegawaian daerah. Hal ini sejalan dengan 
wawancara dengan Andi Parial Patajangi SH. M.Si. 
“Sudah jelas bupati terpilih yaitu bapak Andi Irahim Masdar yang 
menentukan satuan kerja perangkat daerah yang ia inginkan hal ini di 
benarkan oleh konstitusi, jadi terserah kepada bapak Andi Ibrahim 
Masdar sebagai bupati mau menempatkan serumpun ataupun seetnisnya 
di dalam pemerintahan. Lagi pula sudah wajar kalau bupati itu 
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menetapkan birokrasi dominan dari etnis mandar karena polewali mandar 
itu memang dominan dari etnis mandar, meskipun ternyata bupati juga 
tetap  memberikan peluang bagi semua etnis terbukti bukan mandar saja 




Undang-undang otonomi daerah tersebut tentunya sangat jelas 
berimplikasi pada jabatan kepala daerah yang mudah disalahgunakan. Kepala 
Daerah mempunyai otoritas kuat, sehingga ia memiliki kewenangan dalam 
memetakan serta menentukan formasi jabatan di daerah entah formasi tersebut 
cendrung pada birokrat yang serumpun dengan kepala daerah maupun tidak. 
Dengan otoritas serta kewenangan yang ia miliki, berimplikasi kuat terhadap 
penyalahgunaan wewenang. Sebab hal tersebut akan memberikan dampak negatif 
saat Pasangan Calon yang memiliki relasi yang besar mencalonkan. Peranan 
Pasangan calon yang memiliki relasi massif tersebut yang memiliki otoritas serta  
kewenangan yang kuat terhadap birokrasi memberikannya kemampuan  untuk  me
ndapatkan  konstituen yang berasal   atau berlatar belakang dari birokrasi yang ser
umpun dengan kepala daerah. 
Pada pemenangan bupati dan calon bupati pasangan Calon Andi Ibrahim 
Masdar – Muh Natsir Rahmat terdapat kekuatan birokrasi yang ikut andil. 
Dimana Andi Ibrahim Masdar merupakan Saudara bupati periode sebelumnya dan 
kemudian mencalonkan sebagai bupati serta berhasil duduk menjadi bupati. Hal 
tersebut diperkuat dengan pernyataaan yang diutarakan oleh Burhanuddin, SH, 
MM, salah satu informan SKPD yang beretnis Mandar yakni menyatakan bahwa: 
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“Secara pribadi saya mendukung Bapak Andi Ibrahim Masdar pada saat 
Pilkada polewali mandar tahun 2013 dukungan saya berikan dikarenakan 
apa yang diperjuangkan oleh beliau dalam Visi-Misinya adalah hal yang  
memang patut untuk diperjuangkan dan saya sepakat dengan itu.di sisi 
lain hubungan saya dengan beliau terjalin dengan baik sebelum pemilihan 
sampai dengan sekarang ini tapi bukan berarti beliau menetapkan 
birokrasi itu dari kedekatanya dengan beliau, tapi juga beliau pasti 
melihat kemampuan orang tersebut”.
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Hasil Wawancara dengan Andi Parial Patajangi SH. M.Si. senada dengan 
pernyataan responden sebelumnya. 
“Masyarakat Polewali Mandar sudah melihat bagaimana kepemimpinan 
Pak Ali sebelum Pak Andi Ibrahim menjabat jadi wajar kalau banyak dari 
birokrasi mendukung beliau bukan hanya karena beliau saudara bupati 
sebelumnya tapi memang beliau orang yang memiliki jiwa kepemimpinan 
yang memumpuni visi misi yang matang untuk membangun polman juga 
menjadi salah satu alasan mengapa beliau terpilih, bukan hanya birokrasi 
yang beretnis mandar disini tapi ada juga dari etnis lain yang menjabat 




Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat, sosok Andi 
Ibrahim Masdar yang mencari perhatian birokrasi dengan melakukan kontrak 
politik terhadap individu yang menduduki jabatan struktural birokrasi pada 
periode sebelum dia menjabat. Pasalnya sebelum beliau menjabat sebagai bupati 
polewali mandar saudara beliau yakni Andi Alibal Masdar telah menjabat sebagai 
bupati kabupaten polewali mandar selama dua periode, hal ini secara tidak 
langsung menyimpan kekuatan yang ada dalam pemerintahan daerah ini, majunya 
sang adik kemudian menjadikan kekuatan bupati sebelumnya menjadi kesempatan 
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yang sangat besar untuk kemudian ikut dalam kontestasi politik pada tahun 2013. 
Hal ini menurut peneliti merupakan konrak politik terhadap pejabat birokrasi 
untuk bersikap lebih loyal lagi terhadapnya. 
Sehubungan dengan pilkada ini, tidak dapat dipungkiri akan selalu ada 
sorotan akan keberadaan birokrasi yang dipresentasikan oleh penguasa. sejatinya 
tidak dapat dipungkiri akan selalu ada sorotan ataupun gunjingan akan keberadaan 
birokrasi yang dipresentasikan oleh Andi Ibrahim Masdar. Sorotan utama adalah 
tentang netralitas dan atau keberpihakan para birokrat kepada calon peserta 
pilkada tertentu. Namun bagaimanapun aturan yang ada tersebut tetap ada celah 
yang tak bisa ditembus oleh perangkat hukum karena beragamnya motif, model 
dan bentuk keberpihakan Birokrat terhadap kontestan pilkada yang ada, apalagi 
aturan tersebut hanya mengatur secara normatif belum menyentuh aspek 
substansial. Selain itu sulitnya membedakan antara kegiatan administratif 
formalistik yang dijalankan oleh birokrasi antara tuntutan profesionalitas dengan 
balutan yang sebenarnya dukungan informalistik terselubung terhadap pasangan 
calon tertentu, apalagi jika kegiatannya berlangsung disaat diluar jam dinas para 
PNS, maka kata netralitas itu hanya akan menjadi sebuah bayangan semu. 
 Faktor internal yang mempengaruhi netralitas birokrasi yaitu sentimen 
primordialisme dan logika kekuasaan. Faktor primordialisme lebih kepada 
kedekatan etnisitas, kesukuan dan agama. Sedangkan faktor logika kekuasaan 
dikarenakan adanya ketidakpastian sistem dalam penjenjangan karir seorang PNS. 





memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan meningkatkan 
karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang. Hal ini seperti yang 
dirasakan salah satu SKPD di kabupaten Polewali Mandar yakni Sarja SH, MM. 
“Pada awalnya saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, seiring dengan bergulirnya 
kontestasi politik di Polewali Mnadar dan terpilihnya Bupati andi Ibrahim 
Masdar karir birokrasi saya juga ikut menjadi lebih baik, ya saya 
menjabat sebagai Staf ahli Bidang Hukum, Politik dan pemerintahan 
kabupaten Polewali Mandar bukan karena saya memiliki hubungan yang 
sangat harmonis dengan beliau, tetapi jika berbicara politik saya juga 
termasuk orang yang mendukung beliau dalam kontestasi pemilihan 
kepala daerah pada tahun 2013 silam. Kita selaku birokrasi memang 
harus di tuntut netral tapi dalam artian bahwa netral nukan bererti tidak 
memilih,jadi semua birokrasi yang ada di kabupaten ini berhak untuk 
memberikan hak pilih mereka tapi tentunya dengan norma dan ketentuan 
yang ada , kalau polewali mandar sendiri sebenarnya bupati terpilih 
justru kurang memperhatikan masyarakat polewali mandar karena diluar 
sana masih banyak yang putra daerah yang memiliki kemampuan tapi 
tidak masuk dalam birokrasi, jadi kedepanya pemerintah harusnya lebih 
melihat lagi masalah ini”.
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 Adanya ambiguitas regulasi yang membuat birokrasi menjadi tidak netral 
dan independen yaitu kekuatan diluar birokrasi yang mampu mengendalikan birok
rasi. Kekuatan dominan muncul dari kelompok pemenang dan pemilik modal yan
g memiliki akses politik dengan pusat kekuasaan. D. Sudiman juga menjelaskan 
bahwa liberalisasi dan reformasi politik,ternyata tidak diikuti oleh reformasi 
perubahan ditingkat regulasi. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap 
professional, akan tetapi dalam penjenjangan karirnya, karir PNS sangat 
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ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, dalam hal ini Gubernur, Bupati atau 
Walikota. Sementara mereka kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih 
melalui mekanisme politik. Oleh sebab itulah kepala daerah terpilih dari partai 
politik, memiliki kekuasaan yang sangat kuat untuk menarik PNS dalam politik 
praktis. 
Anehnya birokrat yang menjalankan prinsip netral malah menjadi korban 
dan dimutasi ke tempat-tempat yang tidak mereka kuasai bidangnya, tidak sesuai 
dengan latar belakang keilmuan atau dibiarkan kariernya jalan ditempat oleh 
kepala daerah terpilih melalui pilkada. Mereka yang aktif berpolitik dan menjadi 
tim sukses tentunya secara terselubung justru menuai banyak keuntungan pasca 
jagoan mereka terpilih sebagai kepala daerah. Terkait dengan pernyataan diatas 
peneliti mewawancarai salah satu informan yakni Muhammad Fais S.H. selaku 
tokoh Pemuda beretnis pattae, ia menyatakan bahwa: 
“Dalam pemilihan kepala daerah jika ada birokrasi yang ketahuan tidak 
mendukung Jawara, maka ganjaran yang biasa di terima oleh birokrat 
ialah mutasi kedaera yang sangat terpencil maka kalau ada birokrat PNS 
tidak mendukung maka dia harus siap mendapat ganjaran dari pasangan 
calon, tetapi jika para PNS ini tetap mendukung jawara hasilnya biasanya 
ialah kenaikan pangkat atau lain sebagainya.”
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Akibat pengimplementasian konsep otonomi daerah yang salh dalam 
memahami, daerah secara sadar atau tidak sadar menempatkan penunggang 
birokrasinyapun dengan yang berbau putra daerah, Akhirnya aroma 
primordialisme yakni kedekatan etnisitas, kesukuan, latar belakang pendidikan, 
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agama, dsb, dan logika kekuasaan akan mempengaruhi netralitas birokrasi. Hal ini 
menyebabkan hampir semua unsur birokrasi selalu dimanfaatkan oleh penguasa 
untuk melanggengkan kekuasaannya. 
Hal yang searah juga dikemukakan oleh tokoh Pemuda etnik bugis  yakni 
Andi Reza S.H,  yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh berpengaruh dari etnik 
Bugis sudah ada beberapa yang diberikan jabatan penting dalam birokrat. 
“Orang Bugis  memilih pak Andi Ibrahim Masdar karena tokoh-tokoh yang 
berpengaruh sudah diambil sama pak Andi Ibrahim, selain itu 
pendekatanya dengan berbagai etnis juga terjalin dengan baik. Dan juga 
sebelum menjabatnya andi Ibrahim saudaranya menjabat dan kekuatan 
saudaranya yang digunakan kembali dalam menggalang suara etnis yang 
ada di polewali mandar, Disisi lain dia pasti lakukan kontrak politik dengan 
orang tokoh-tokoh berpengaruh di bugis untuk dapat dukungan penuhnya 
jadi kontrak politiknya itu bisa berupa jabatan birokrasi di SKPD atau 
sekedar pemberian proyek-proyek yang ada nantinya. Jadi dia memang 
berikan jabatan kepada semua etnis termasuk jawa secara proporsional 
jadi tokoh-tokoh yang berpengaruh inimi yang kemudian menggalang suara 
di masing-masing etnisnya. Jadi kalau di lihat secara kasat mata 
pemerintahan ini berjalan secara normal dan sesuai tapi kalau menurut 
saya tetap dominan etnis yang besar di kabupaten ini karena pasti otomatis 
lebih banyak suara yang perlu di mobilisasi di etnis mandar jadi pasti 
banyak juga tokoh-tokoh nya yang menjabat di pemerintahan.”
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Dari hasil wawancara sebelumnya, peneliti mengkaji bahwa kekuatan 
birokrasi yang dimiliki oleh kandidat dalam Pemilukada sangat berpengaruh 
dalam merekrut suara.Suatu pandangan dikemukakan oleh Greetz and McAllister 
bahwa teori perkembangan atau modernisation berpendapat bahwa ras divisi etnis 
akan menghilang saat masyarakat dan pembagian kerja menjadi lebih kompleks. 
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Hasil wawancara Andi Reza S.H yang menyatakan bahwa memang Andi 
Ibrahim Masdar telah melakukan pergerakan dengan menggunakan kekuatanya 
sebagai saudara dari bupati sebelumnya untuk merekrut tokoh-tokoh dari berbagai 
etnik, tokoh keagamaan dan memberikan jabatan penting dalam pemerintahan 
untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam berkampanye serta merekrut suara dari 
birokrasi dan juga tokoh-tokoh dari berbagai Etnis untuk tetap memilihnya. Hal 
tersebut menggambarkan bahwa ketika masyarakat telah diberikan suatu jabatan 
dan telah  diberikan suatu pekerjaan maka mereka tidak lagi memandang 
berdasarkan etnik tetapi lebih melihat keuntungan dan kepentingannya. 
Birokrasi sebagai organisasi publik yang strategis, rawan diseret dan 
dimanipulasi sebagai kekuatan politik dengan tujuan pragmatis, tapi bersamaan 
dengan itu, birokrasi dapat menjadi kekuatan anti-demokrasi. Karena itu, Larry 
Diamond sebagai teoretisi tersohor tentang konsolidasi demokrasi, mengingatkan 
bahwa birokrasi berpotensi menggagalkan demokrasi di negara-negara yang baru 









Berikut daftar tabel yang menunjukkan bagaimana hegemoni etnis mandar 














2 Ir Syarifuddin, MM Staf Ahli Bidang Ekonomi dan 
Keuangan Kabupaten Polewali 
Mandar 
Mandar 
3 Drs, H. A. Pawellangi, MM Staf Ahli Bidang Pembangunan 
dan Kesejahteraan Rakyat 
Kabupaten Polewali Mandar 
Bugis 
4 Drs. Amujib, MM Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 
Kabupaten Polewali Mandar. 
Mandar 
5 Drs. H. Darwin Badaruddin, M.Pd. Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan. 
Pattae 
6 Ir. Budi Utomo Abdullah, MM. Asisten Administrasi Umum Bugis 
7 Drs. Kallang. MM Kepala Badan Penelitian, 
Pengembangan dan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 
Bugis 
8 Drs. Mukim. MM Kepala Badan Keuangan. Jawa 
9 Drs. H. Arifuddin, M.Pd Kepala Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan pelatihan. 
Mandar 
10 Drs. Andi Amrin, MM Kepala Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik. 
Bugis 
11 Drs. H. ABD. Djalil Kambas, MM Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah. 
Mandar 
12 Sukirman, SH. MM Kepala Badan Pendapatan. Bugis 
13 Andi Parial Patajangi, SH, M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Mandar 
14 Abd. Muttalib S,SP, MMA Kepala Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan 
Persandian. 
Pattae 





16 Ir Abdul Salam, MM Kepala Dinas Transmigrasi, 
Tenaga Kerja, Energi dan 
Sumber Daya Mineral. 
Mandar 
17 Suaib Jamaluddin, SE. MM Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu. 
Bugis 
18 Rahmadi, SH, MM Kepala Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 
Mandar 
19 Ir. Edy Wibowo, MM Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
Jawa 
20 Hj. Sakinah, S.Sos, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 
Mandar 
21 M. Yusuf, SH. MM. Kepala Dinas Perhubungan Mandar 
22  Ir. Basir. MMA Kepala Dinas Pertanian dan 
Pangan 
Bugis 
23 Hj. Andi Nursami M, SE, M.Adm.KP Kepala Dinas Pemuda, Olahraga 
dan Pariwisata. 
Mandar 
24 Harun Abu,SP. Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah. 
Mandar 
25 Ir. Andi Wana. MM. Kepala Dinas Perumahan, 
Pemukiman dan Pertanahan 
Bugis 
26 Drs. H. Abd. Rahman, MM. Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang . 
Mandar 
27 Burhanuddin, SH. MM. Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil. 
Mandar 
28 H. Ahmad Saifuddin, SH. MM Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan. 
Mandar 
Dari tabel diatas peneliti dapat menganalisa bahwa pengaruh dan dominasi 
etnis mandar dalam pemerintahan Andi Ibrahim Masdar sangatlah luar biasa, 
satuan kerja perangkat kerja (SKPD) yang ada di pemerintahan Bupati Andi 






Berikut adalah tabel yang menunjukkan Dominasi dari Etnis Mandar yang 
sangat besar dalam pemerintahan Andi Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali 
Mandar. 
Daftar Nama Camat Kabupaten Polewali Mandar 
No NAMA JABATAN ETNIS 
1 H.Taufik A. Palonjingi, S.IP Camat Polewali Pattae 
2 Andi Masri Masdar S.Sos. M.Si. Camat Matakali Mandar 
3 Syarifuddin. S.Sos. Camat Anreapi Pattae 
4 Budiaty Bestari, S.Sos, M. Si Camat Binuang Mandar 
5 H. Umbar S. Camat Wonomulyo Jawa 
6 Andi Afandi Rahman, ST, M.Si Camat Mapilli Mandar 
7 Asrul Ambas. S.Sos. Camat Luyo Mandar 
8 Andi Baharuddin Camat Campalagian Mandar 
9 Arifin Halim.S.Sos. Camat Balanipa Mandar 
10 Drs. Aco Djalaluddin Camat Tinambung Mandar 
11 Masri Usman, SH, M.Si Camat Limboro Mandar 
12 Basri Bagu, SP Camat Alu Mandar 
13 Nurdin, A.Ma, Pd Camat Tutar Mandar 
14 Muhammad Danas Camat Bulo Mandar 
15 Drs. Adam Haruna, M.Si Camat Matangga Bugis 
16 Muhammad Dinar, SP Camat Tapango Mandar 
Dari tabel diatas peneliti dapat menganalisa bahwa Etnis Mandar dalam 
Pemerintahan Andi Ibrahim Masdar sangat mendominasi baik dakam birokrasi 






2. Politik Kekeluargaan dan Kekerabatan  
Adalah sebuah kelaziman usai Pilkada, para Kepala Daerah terpilih selalu 
melakukan rehabilitasi birokrasi. Dengan alasan dan dalih untuk penyegaran dan 
mempercepat pencapaian visi dan misi kepala Daerah terpilih saat kampanye, para 
Gubernur, Bupati dan Walikota merombak dan mereparasi para pejabat eselon II 
hingga ke struktur kepala kelurahan. Dan sebagai penggantinya para Kepala 
Daerah mulai menmpatkan para birokrat yang sesuai dengan kehendaknya kendati 
kadangkala kecakapan dan pangkat yang diberi amanah amat bertentangan dengan 
aturan dan kemampuan sang birokrat pengganti.. 
Menonjolnya pertalian keluarga, sahabat dan kroni dalam daftar para 
pejabat yang diberi jabatan dan megemban amanah pada dinas/badan dan kantor 
menunjukan bahwa sejatinya birokrasi kita masih amat tradisional dan 
mengbaikan asas profesionalisme, kemampuan, track record dan keahlian dalam 
menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan rakyat.Birokrasi yang 
berbasiskan pada pola kekerabatan merupakan praktek yang banyak kita temui 
pada era lama dan tradisional yang berorientasi pada kesukuan,perkawanan dan 
persahabatan dimana pola hubungan terjalin karena garis keturunan dan 
kekerabatan. Struktur birokrasi yang berbasis pada kekerabatan dan perkawanan 
ini bersifat tertutup dimana elemen penyangganya berupa keturunan, perkawanan, 





Politik kekeluargaan dalam birokrasi bukanlah hal yang baru dalam sebuah 
pemerintahan yang ada di Indonesia bukan menjadi rahasia umum ketika 
seseorang menjadi seorang bupati yang mendapatkan jabatan strategis dalam 
pemerintahan pastinya keluarga dari bupati tersebut, begitu pula yang terjadi 
dalam pemerintahan Bapak Andi Ibrahim Masdar tercatat ada beberapa keluarga 
beliau yang mendapatkan jabatan strategis di pemerintahan beliau .  
Adapun data keluarga Andi Ibrahim Masdar yang duduk dalam 
pemerintahan peneliti dapat himpun lewat daftar tabel sebagai berikut  : 
KERABAT ANDI IBRAHIM MASDAR YANG DUDUK DALAM PEMERINTAHAN 
NO NAMA JABATAN 
1 Andi Masri Masdar Camat Matakali 
2 Andi Bahar Patajangi Camat Campa 
3 Andi Parial Patajangi Kadis Pendidikan 
4 Andi Sami Kadis Parawisata 
5 Andi Wana Kadis Peneternakan 
 
Dari tabel diatas terlihat ada beberapa keluarga Andi Ibrahim Masdar yang 
mendapat jabatan strategis dan duduk dalam pemerintahan seperti adik kandung 
beliau Andi Masri Masdar yang menduduki jabatan sebagai camat Matakali tidak 
ada yang salah apabila ada keluarga beliau yang duduk dalam pemerintahan dan 









Tidaklah salah ketika seseorang bupati menunjuk kolega beliau menjadi 
seorang camat kepala dinas ataupun sebagainya , ketika orang yang di 
tunjuk tersebut mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidangnya yang 
salah ketika orang yang dia tunjuk tidak tau apa-apa 
Kuatnya praktik birokrasi kekerabatan menandakan bahwa para Kepala 
Daerah Andi Ibrahim Masdar jangan sampai ada praktek ingin memelihara 
geneologi dikalangan dunia birokrasi dan pemerintahan. Dan Pula ada praktek 
Bagi para Kepala Daerah menjaga geneologi itu amat penting yang berkitan 
dengan dua elemen kepentingan strategis yaitu merawat tahtah kekuasaan dan 
menjaga keberlangsungan karier dan mempertahankan kekuasaan atas akses ke 
sumber ekonomi dan finasial. Dan untuk menjaga dua akses penting tadi para 
pemimpin daerah tidak mungkin menyerahkan kepercayaan kepada pihak lain 




Jangan sampai penempatan keluarga dalam ranah birokrasi hanya 
menjadikan sarana untuk bapak bupati Andi Ibrahim Masdar unduk 
melanggengkan kekuasan dan sebagai sarana untuk mendapatkan 
keuntungan finansial belaka kita berharap bahwa penunjukan kolega 
beliau ada dasar bahwa keluarga dan kolega beliau mempunyai 
kemampuan dalam bidang yang iya jabati 
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Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisa bahwa tidak ada 
yang salah ketika kerabat di tunjuk dan menempati jabatan strategis dalam 
pemerintahan yang salah ketika orang yang tidak mempunyai kempanpuan di 
tempatkan di dalam sebuah jabatan strategis dalam pemerintahan. Meskipun disisi 
lain penulis menganggap bahwa praktek Politik Kekeluargaan tetap saja tidak 
dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi Negara kita. 
C.  Bentuk Politik Identitas yang terjadi dalam pemerintahan bupati Andi 
Ibrahim Masdar 
 1. Perspektif Primordial Dalam Memenangkan Andi Ibrahim Masdar 
Pada Pemilihan Kepala Daerah  Polewali Mandar Tahun 2013. 
Perspektif primordialisme secara umum memandang identitas etnis 
sebagai bawaan lahir dan alamiah dalam konteks tertentu. Anthony Smith  
mengidentifikasi bermacam variasi primordialisme ini, termasuk primordialisme 
esensialis mengatakan bahwa etnisitas ialah fakta alamiah, dan oleh sebabnya 
etnisitas mendahului masyarakat manusia.
79
 Sedangkan primordialisme 
kekerabatan mengemukakan bahwa kelompok etnis adalah perluasan komunitas 
kekerabatan berdasarkan hubungan darah. Salah satu versi dari pendekatan ini 
ditawarkan oleh Clifford Greetz, yang mengemukakan bahwa tidak sepenuhnya 
berdasarkan “hubungan darah,” tetapi ikatan etnis dan ikatan kelompok adalah 
proses natural. 
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Pendekatan Primordialisme Seperti Edward Childs yang mencari berbagai 
ikatan Sosial (Personal, primordial, sacral); ikatan-ikatan social tersebut dapat 
juga dilihat di dalam dunia modern. Didalam hal ini primordialisme dengan 
kaitanya dengan agama, adat-istiadat etnis dan sebagainya. Pandangan 
primordialisme ini banyak dikritik, oleh  karena tidak melihat kepada kemampuan 




dengan pandangan ahli diatas peneliti beranggapan bahwa dalam sistem 
demokrasi politik identitas dianggap menjadi praktek politik yang salah kaprah 
dikarenakan tidak menginginkan adanya keberagaman dalam sitem politik itu 
sendiri, praktek politik identitas lebih cendrung pada penguatan Etnis atau 
golongan demi melanggengkan kekuasaan elit dari dari golongan tersebut. 
Dengan kata lain peneliti melihat politik identitas sebagai tidak kesiapan 
masyarakat tertentu dalam menganut sistem demokrasi itu sendiri. 
Pada pembahasan ini Peneliti menarik beberapa  sampel etnis yakni, 
Mandar, Bugis dan Pattae, namun akan memfokuskan penelitian terhadap etnis 
Mandar. Berdasarkan penelitian yang ditemukan dilapangan, mayoritas 
masyarakat yang berdomisili di Polewali Mandar berasal dari etnis Mandar. Hal 
tersebut juga menjadi dugaan awal salah satu faktor kemenangan Andi Ibrahim 
Masdar dalam pemilihan kepala daerah di Polewali Mandar pada tahun 2013. 
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Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancari salah satu informan yakni  
Muh Syarwan SH, Selaku tokoh Masyarakat. 
“Kenapa saya memilih Andi Ibrahim Masdar pada saat Pilkada Tahun 2013 
dikarenakan saya melihat bahwa beliau itu adalah putra daerah di luar dari 
visi misi yang ia tawarkan pada saat kampanye. Sosok Andi Ibrahim Masdar 
menurut saya sebagai pemilih merupakan sosok yang ideal dikarenakan visi 
misi yang dia sampaikan pada saat kampanye sangat relevan dengan apa 
yang dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten Polewali Mandar.”
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Hasil wawancara dengan salah satu informan yakni Muh Yasin sejalan 
dengan peryataan responden sebelumnya. 
“Saya memilih dia karena Pak Ibrahim Masdar itu putra daerah Asli jadi 
orang kampung sini berharap terpilihya ini Andi Ibrahim Masdar bisa 
kasi lebih sejahtera ini kampungta”.
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Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa masyarakat 
polewali mandar memilih Andi Ibrahim Masdar pada saat pilkada kabupaten 
polewali mandar tidak terlepas dari faktor kesamaan Etnis diluar dari visi-misi 
yang beliau tawarkan pada saat kampanye. 
Adanya konstruksi dan negosiasi yang dibangun atas dasar kesamaan etnis 
yang dimiliki oleh kandidat. pasangan kandidat yang ber-etnis Mandar yang dapat 
dijadikan salah satu alasan kemenangan dari pasangan ini, hal tersebut dapat 
berupa primordial yang dirasakan oleh masyarakat yang memiliki kesadaran 
sendiri atas kesamaan etnis tersebut. Namun dapat pula bersifat situasional dari 
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bentuk strategi yang dilakukan oleh kandidat Andi Ibrahim Masdar dan wakilnya 
untuk mengkonstruksi karakter memilih mayarakat serta membentuk negosiasi 
guna menghasilkan tambahan suara. 
Peluang pemanfaatan etnis ini dapat saja terjadi sebab karakter masyarakat 
di Polewali Mandar yang sangat rentan atas mobilisasi. Hal tersebut dapat terjadi 
atas segala bentuk konstruksi serta negosiasi yang dibentuk sebagai suatu strategi 
yang dijalankan oleh kandidat yang tidak mampu filter langsung oleh masyarakat. 
Peryataan ini searah dengan tanggapan  Muhammad Faiz S.H 
“Banyak tokoh masyarakat suku mandar yang kemudian di rangkul dan 
dijadikan tim sukses pada saat pilkada, secara tidak langsung pengaruh 
dari tokoh masyarakat tersebut dapat dijadikan alat untuk memobilisasi 
pemilih terkhusus yang bersuku mandar.strategi ini sangat efektif terbukti 
dengan strategi tersebut Andi Ibrahim Masdar dapat menang dalam 
pilkada Polewali Mandar tahun 2013”.
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Dari pernyataan diatas peneliti menganalisis bahwa Identitas etnis  
dibentuk bertujuan untuk mencari peluang dari fenomena karakter masyarakat 
yang dilihat sebelumnya oleh seorang kandidat, peristiwa tersebut terbentuk 
berdasarkan pengamatan langsung serta cara seorang kandidat mempelajari 
karakter masyarakat terlebih dahulu. Kemudian membangun negosiasi yang akan 
dibentuk sesuai karakter masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menambah jumlah 
suara untuk memenangkan pemilihan umum. Strategi tersebut juga terlihat oleh 
kinerja yang dilakukan pasangan Andi Ibrahim Masdar dan Muhammad Natsir 
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Rahmat dalam menggalang suara dari Masyarakat Polewali Mandar pada tahun 
2013. 
Bentuk negosiasi dan konstruk yang dilakukan oleh pasangan Andi 
Ibrahim Masdar dan Muhammad Natsir Rahmat tersebut selalu menyesuaikan 
dengan keadaan masyarakat. Sebab, masyarakat Polewali Mandar yang semakin 
dinamis menjadikan pendekatan situasional yang dilakukanpun beragam, mulai 
dari membangun negosiasi dengan etnis Mandar, kemudian politik uang, 
mengerahkan birokrasi, serta pemanfaatan jabatan politik sebelumnya. Pernyataan 
ini sejalan dengan tanggapan Muh Syarwan SH. 
“Keterpilihan andi Ibrahim masdar pada saat pilkada tahun 2013 lalu di 
sebabkan oleh kecerdasan Andi Ibrahim Masdar dalam merangkul 
masyarakat polewali mandar terkhusus etnis mandar untuk memilih 
beliau, ini di lihat dari mayoritas masyarakat terkhusus etnis mandar 
memutuskan untuk memilih beliau pengaruhnya dibirokrasi juga menjadi 
alasan mengapa beliau bisa unuk menjabat bupati”
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Penyebab-penyebab terjadinya primordialisme sebagai salah satu 
konsekuensi dari kenyataan adanya kemajemukan masyarakat atau diferensiasi 
sosial adalah terjadinya primordialisme itu sendiri, yaitu pandangan atau paham 
yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat 
pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Primordialisme sebagai 
identitas sebuah golongan atau kelompok sosial merupakan faktor penting dalam 
memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan dalam 
menghadapi ancaman dari luar. Namun, seiring dengan itu, primordialisme juga 
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dapat membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau 
kelompok primordial lain. 
Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan 
penting dari masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas pasangan calon. 
Jika seorang calon memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang sama 
dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif 
pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi 
masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ikatan emosional masyarakat tidak 
hanya didasarkan atas sistem kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi 
pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan 
status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan 
emosinal komunitas masyarakat tertentu. 
Polewali Mandar merupakan sebuah daerah yang memiliki ragam etnisitas  
inilah kemudian menjadikan dasar  potensi konflik horizontal di kabupaten ini.  
Tetapi jika dilihat di tiap daerah yang ada padanya menggambarkan pluralistik 
dan multikulturalisme yang dominan. Pemilihan kepala daerah di kabupaten 
Polewali Mandar yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 telah memenangkan 
nomor urut tiga pasangan  Andi Ibrahim Masdar dan Muhammad Natsir Rahmat, 
dimana  kandidat pasangan tersebut berasal dari Etnis mandar dengan perolehan 
suara 77.521 suara atau 35,92 persen dari jumlah 215.791 surat suara Kemudian, 
diurutan kedua ditempati pasangan calon nomor urut Nadjamuddin Ibrahim–Erfan 





urutan ketiga ditempati pasangan calon nomor urut 6 Muh Asri Anas–Chuduriah 
Sahabuddin dengan jumlah perolehan suara sebanyak 28.701 suara atau 13,30 per
sen. Selanjutnya, urutan keempat ditempati pasangan nomor urut 5 Hikman–
Nadjib Abdullah Majid dengan jumlah perolehan sebanyak 28,371 suara atau 
13,15 persen. Pada urutan kelima, ditempati pasangan nomor urut 2 Mujirin–
Hasan Bado dengan jumlah perolehan sebanyak 21.565 suara atau 9,99 persen. Se
dangkan urutan keenam ditempati pasangan nomor urut 8 Munarfa Atjo–Andi 
Bebas dengan jumlah perolehan sebanyak 10,334 suara atau 4,79 persen, dan 
urutan ketujuh pasangan nomor urut 7 Andi Padly–Rahman Razak dengan jumlah 
perolehan sebanyak 3.472 suara atau 1,61 persen. Pasangan yang berada di urutan 
terakhir adalah nomor urut 1 Naharuddin–Abdi Manaf yang terpaksa harus puasa  
2. Etnis Mandar Sebagai Sarana Kekuatan Politik 
Dalam suatu partisipasi politik, sering dikaitkan dan diukur dengan 
berdasar hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi 
lain, yaitu melalui suatu komunitas atau kelompok etnis tertentu  ataupun melalui 
media massa sebagai sarana komunikasi politik dan dijadikan sebagai kekuatan 
politik. Partisipasi ini tentunya memerlukan adanya kekuatan untuk 
menghubungkanya dengan pemerintah atau sebaliknya. Untuk melihat hal tersebut 
peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan yakni Andi Parial 
Patajangi, SH, M.Si, selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Polewali Mandar 





“Perpolitikan di daerah khusunya Polman ini kita bisa lihat dari hasil 
dari pilkada itu sendiri siapa yang memenangkan pilkada tersebut maka 
dia adalah kandidat yang memiliki partisipan terbesar pada daerah 
tersebut, tapi di lain sisi kita juga harus melihat bahwa partisipan tersebut 
tentunya tidak datang begitu saja melainkan perlu adanya mobilisasi dan 
juga negosiasi yang kemudian bisa mendapatkan dukungan tersbut.untuk 
pol-man sendiri kelompok yang penting di lirik untuk di mobilisasi ialah 
kelompok etnis mandar yang kita tau bahwa kelompok ini memiliki jumlah 
terbesar di polewali mandar.”
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Dari pernyataan responden di atas peneliti menganalisis bahwa 
kemenangan Andi Ibrahim Masdar pada pilkada tahun 2013 tidak lepas dari 
dukungan kelompok etnis mandar yang sangat memainkan pengaruh dan 
kekuatanya dalam memenangkan kandidat jagoanya. 
Etnis Mandar merupakan salah satu kekuatan social politik Dengan 
berbagai upayahnya. Etnis Mandar memainkan berbagai perananya dalam 
kehidupan social politik kedaerahan. Hal ini di perkuat dengan pernyataan salah 
satu responden Muh Syarwan SH
 
, Selaku Tokoh Masyarakat, ia mengungkapkan 
bahwa. 
“Perpolitikan Polewali Mandar tentunya sangat dinamis,banyak kekuatan 
yang bermain di dalamnya baik klan politik dan juga etnis yang tentunya 
berperan besar. Etnis mandar jika ingin di lihat kekuatan ya memang 
telah menonjol dari beberapa periode jabatan bupati di polewali mandar 
terkhusus di pemerintahan Andi Ibrahim Masdar kita bisa lihat kekuatan 
dari etnis mandar contohnya di bidang birokrasi pemerintahan, meskipun 
tidak semuanya tetapi kita bisa lihat bahwa dominan birokrat yang ada di 
pemerintahan pada saat ini itu berasal dari etnis mandar, tidak cukup 
sampai di situ etnis mandar ini kemudian sangat memiliki pengaruh yang 
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luar biasa. SDM etnis mandar juga perlu di perhatikan sebagai bukti dari 
kekuatan etnis mandar itu sendiri”.
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Melimpahnya sumber daya dari Etnis Mandar tidak terlepas dari 
Eksistensi birokrat yang berasal dari Etnis Ini. Etnis mandar yang di kenal sebagai 
komunitas etnis ini juga menguasai berbagai aspek lain yang dapat mempengaruhi 
kondisi sosial dalam masyarakat maupun pada rana pemerintahan dengan berbagai 
kepentingan di dalamnya. 
Etnis Mandar dengan kompleksitas, bidang geraknya dapat dikategorisasik
an sebagai sebuah „kelompok kepentingan‟ Etnis Mandar berusaha dan memperju
angkan kepentingan-kepentingan tertentu yang lebih khusus pada kepentingan 
kelompok.  
Dalam percaturan politik di daerah, Etnis Mandar sebagai kelompok 
kepentingan yang berbentuk golongan etnis memiliki peran penting dalam upaya 
mempengaruhi kebijakan dalam sistem politik lokal yakni sebagai kekuatan 
politik. Pernyatan di atas sejalan dengan pernyataan responden yakni Drs. Andi 
Amrin, MM. 
“Pengaruh Etnis mandar secara tidak langsung pasti berpengaruh di 
daerah dalam penetapan kebijakan kenapa saya katakan demikian 
dikarenakan banyak dari etnis ini yang menjabat di SKPD sama di 
legislatif jadi otomatis secara tidak langsung mereka mempengaruhi 
kebijakan-kebijakan di daerah”. 
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Dari pernyataan diatas peneliti menganalisa bahwa di kabupaten polewali 
mandar pengaruh Etnis Mandar sangat diperhitungkan dalam sendi Pemerintahan 
Maupun Birokrasi,. 
Meskipun pada prakteknya politik identitas tidak dapat dilepaskan secara 
singkat, pemerintah dan  birokrasi harus terjun langsung dalam penanganan yang 
massif guna untuk meminimalisir dampak negative dari keberagam dalam 
masyarakat polewali mandar, karena pada dasarnya keberagam tersebut dapat 
menjadi peluang terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat, baik itu konflik 
antar etnis, ras, dan juga agama. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan 
responden  Drs. Andi Amrin, MM. 
“kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melakukan berbagai upaya 
dalam meminimalisir peluang konflik etnis agama ras dan lain-lain 
tentunya dengan berbagai upaya seperti yang telah kita lakukan selama 
ini yakni kita bentuk sebuah wadah, yakni Forum Pembauran 
Kebangsaan, yang didalamnya itu semua etnis terlibat. Adajuga Forum 
Pembauran Umat Beragama, jadi didalam wadah tersebut kita kumpulkan 
semua etnis dan agama dan mereka sendiri yang melakukan musyawarah 
dalam pembentukan pengurusnya jadi memang kita harapkan dengan 
adanya forum ini masyarakat polewali mandar menjadi masyarakat yang 




Dari pernyataan responden diatas peneliti menganalisa bahwa pada 
pemerintahan Andi Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali Mandar, beliau 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan usaha untuk 
menekan dampak negative dari keberagam yang ada dikabupaten Polewali 
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Mandar, sesuai dengan telah dijelaskan oleh responden diatas dinas atau badan 
terkait telah melakukan beberapa kegiatan atau membentuk sebuah wadah yang 
tentunya bertujuan untuk menangani peluang munculnya dampak negative dari 
keberagaman tersebut, tapi tidak munkin bila kominitas etnis yang ada di 
kabupaten polewali mandar tetap mementingkan kepentingan kelompoknya maka 
peluang kecemburuan sosial akan bermuara pada konflik horizontal.. 
Kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke 
19. Organisasi internal lebih longgar dibandingankan dengan partai politik. 
Mereka juga tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen karena menganggap 
badan itu telah berkembang menjadi terlalu umum sehingga tidak sempat 
mengatur masalah-masalah yang lebih spesifik. Mereka cenderung memfokuskan 
diri pada satu masalah tertentu saja. Keanggotaanya terutama terdiri atas 
golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas serta terpinggirkan, seperti 
kaum buruh (di Eropa Barat) dan golongan Afrika-Amerika (di Amerika Serikat). 




Menurut Anwar Arifin dalam  Perspektif Ilmu Politik Kelompok 
Kepentingan biasa juga disebut sebagai Kelompok Penekan Karena Memberikan 
tekanan yang kuat dalam bentuk demonstrasi atau lobi dalam upaya 
mempengaruhi politikus, pejabat pemerintahan atau para pengambil keputusan 
atau kebijakan politik . kelompok itu tidak memiliki wakil dan parlemen, namun 
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berusaha mempengaruhi para politikus di parlemen. Terutama pimpinan partai 
politik atau pejabat pemerintah. Pada umumnya kelompok ini merupakan 
organisasi nonpemerintah atau lembaga swada masyarakat.
90
 
Dari konsep tersebut, Etnis mandar sebagai kelompok kepentingan 
memang tidak secara langsung terlibat dalam politik seperti partai politik yang 
memang bertujuan untuk menduduki jabatan dalam sistem politik. Tapi tidak bisa 
dipungkiri bahwa individu dalam Etnis mandar terlibat politik praktis. Tidak ada 
larangan bagi warga Etnis mandar ini untuk turut serta dalam politik praktis. 
Etnis Mandar sebagai kelompok kepentingan dapat memainkan peran 
politik lobi, komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, melakukan 
kritik atau tekanan publik, dan distribusi anggota kelompoknya yang dapat masuk 
ke seluruh lini pemerintahan. Peran kelompok kepentingan tersebut dengan tetap 
dilakukan berdasarkan spirit kedaerahan. 
Walaupun bukan sebagai partai politik, Etnis Mandar ini mempunyai 
modal yang besar untuk menyukseskan individu yang terlibat dalam politik 
praktis seperti beberapa contoh kasus dalam pemilu maupun pilkada ketika 
beberapa kelompok dari Etnis Mandar turut serta dalam politik praktis baik 
melalui partai politik sebagai Calon legislatif (DPR/DPRD) dan jabatan strategis 
lainnya. 
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Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis 
akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. 
Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari hasil penelitian mengenai, 
Politik Identitas Etnis Mandar Dalam Pemerintahan Bupati Andi Ibrahim Masdar 
Di Kabupaten Polewali Mandar.) Kedua, saran-saran yang berisi masukan yang 
sifatnya membangun. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu 
sebagai berikut.  
1. Politik identitas yang berkembang di Kabupaten Polewali mandar sangat di 
Dominasi oleh etnis Mandar, walaupun ada beberapa etnis yang ada di sana 
seperti Etnis Pattae dan Bugis namun eksistensi Etnis Mandar mempunyai 
hegemoni yang sangat besar di pemerintahan Andi Ibrahim Masdar, 
kemenangan beliau bukan hanya didukung oleh besarnya masayarakat yang 
beretnis mandar melainkan juga masifnya dukungan  yang diperoleh dari 
birokrasi. banyaknya Etnis mandar yang menduduki jabatan starategis di 
pemerintahan Andi Ibrahim Masdar tidak terlepas dari kedekatan emosional 
atau kedekan etnisitas, kedekatan yang terjalin tersebut di konstruksikan 
melalui kesamaan etnis pada momemtum pilkada atau momentum politik 
lainya. Bukan hanya adanya dominasi dari etnis Mandar tetapi ada juga 





Masdar yang kemudian menduduki beberapa jabatan strategis di 
pemerintahan atau SKPD di kabupaten polewali mandar.  
2. Perspektif primordialisme secara umum memandang identitas etnis sebagai 
bawaan lahir dan alamiah dalam konteks tertentu. Dalam pemlihan bupati di 
tahun 2013 di Kabupaten Polewali Mandar primordialisme kemudian 
tebangun dalam kontestasi politik tingkat daerah tersebut, adanya kontruksi 
dan negoisasi dibangun atas dasar kesamaan Etnis dengan kandidat yang 
beretnis mandar yang dapat dijadikan salah satu alasan kemenangan Andi 
Ibrahim Masdar di kabupaten Polewali Mandar. Etnis mandar kemudian 
dijadikan sebagai sarana kekuatan politik yang siap untuk ditunggangi sesuai 
dengan keinginan elit. Etnis mandar merupakan salah satu kekuatan sosial 
politik dengan berbagai upayahnya, etnis mandar memainkan peranannya 
dalam kehidupan sosial politik kedaerahan baik sebagai kelompok 
kepentingan atau terjun langsung dalam setiap sendi pemerintahan yang ada 
di Kabupaten Polewali Mandar. Etnis mandar sebagai kelompok kepentingan 
dapat memainkan peran sebagai politik lobi, komunikasi politik, sosialisasi 
politik, melakukan kritik dan tekanan public dan distribusi dari kelompoknya 
yang dapat masuk dari segala lini pemerintahan. 
B. Implikasi 
Terkait masalah penelitian Politik Identitas Etnis Mandar Dalam 
Pemerintahan Bupati Andi Ibrahim Masdar Di Kabupaten Polewali Mandar.)  





1. Pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan harus menghilangkan 
dominasi etnis dalam pemerintahan sebab politik identitas adalah 
praktek politik yang kemudian dapat bermuara pada konflik 
Horizontal. Tendensi pemerintah kabupaten polewali mandar yang 
seakan-akan mejadikan pemerintahan sebagai tempat berkumpulnya 
etnis tertentu, dapat memicu kecemburuan sosial dari beragam etnis 
yang ada.   
2. Pemerintah diharapkan dapat meminimalisir hegemoni identitas etnis 
yang terjadi dikabupaten polewali Mandar. Politik identitas bisa 
sangat berdampak negative bagi masyarakat  yang ada dikabupaten 
polewali mandar, dikarenakan hegemoni dari identitas etnis tertentu 
akan merusak nilai Demokrasi yang ada dalam suatu daerah. 
Pemerintah dimaksudkan dapat menekan Politik identitas semaksimal 













Abdillah S Ubed , Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, 
Indonesiatera Magelang 2002. 
Adrian Fikri, Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah “Studi Pemilihan 
Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012”. Skripsi  Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah 2012. 
Aminah Siti , Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, Kencana, jakarta 2014. 
Arifin Anwar, Perspektif Ilmu Politik, Rajawali Pers, Jakarta  2015. 
Ashar Adehfitri. Etnisitas Dalam Pilkada Kolaka Utara 2012. Skripsi Fakultas 
Ilmu     Sosial dan Politik,Universitas Hasanuddin. Makassar 2014. 
Bagong S,. Sutina, Metode Penelitian Sosial. Kencana Pramedia Group. Jakarta 
2005. 
Buchari, Sri Astuti, Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas, Jakarta, YOI, 
 2014. 
Budiarjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, (PT Gramedia, Jakarta 1977. 
Budiarjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, (PT Gramedia Pustaka Utama, 
 Jakarta) 2008. 
Castells, Manuel, The Power Of Identity, The Information Age, Economy,  Society 
 and Cultural,  Vol II, Australia, Blacwell Publishing, 2003. 
Copepl, Charles, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis, Jakarta, Pustaka Sinar 
 harapan, 1994. 
Creswell. W John . Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 
Mixed. PT Pustaka Pelajar. Yogjakarta 2012.  
Darmawan. Ikhsan. Mengenal Ilmu Politik. Kompas. Jakarta 2015. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1991 Kamus Besar Bahasa Indonesia.  





Efriza, Kekuasaan Politik , Perkembangan Konsep,Analisis Dan Kritik, Intrans 
Publising ,Malang 2016. 
Furnivall, J.S, Netherlands India, A Study of Plural Economy, Macmillan, New 
 York, 1944. 
Firmansyah Dedi. Peran Politik Etnis Dalam Pilkada (Studi Atas Pilgub Provinsi 
Bengkulu Tahun 2005), skripsi, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2010. 
Faraidiany Maghfira, Politik Identitas ETnis di Indonesia “Suatu Studi 
 Terhadap Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan” Skripsi, 
 Fakultas Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2015. 
Gede, G. A. P. M. Politik Identitas Muslim Kampung Jawa Terhadap Partai 
Keadilan Sejahtera di Kota Denpasar, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik,Universitas Udayana. Denpasar  2015. 
Hefner, Robert W., Hindu Javanese, Tengger Tradition and Islam, Princenton 
 University Press, Princenton, 2007. 
J. Jary, D.Jarry, Unwin Hyman Dictionary of Sociology, I edisi ke-2, Leicester: 
 Bookmart Ltd. 1999. 
Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia,  Jakarta 
1990. 
Meleong J Lexy.. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.  Bandung 
1989. 
Mariana D,. Paskarina C,. Demokrasi & Politik  Desentralisasi. Graha Ilmu. 
Yogyakarta 2008. 
Maksudi. B. I. Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoritik dan 
Empirik). Rajawali Pers. Jakarta 2012. 
Mattulada  M Thamrin, Dinamika Politik Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, 
Pustaka Sawerigading, Makassar, 2017. 
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi. : Rajawali 
Pers, Jakarta 2010. 





Suyanto, Siswanto, Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif & Kuantitatif     
Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS), Boss Script, Klaten Selatan 
2017. 
Sugiyono.  Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods).Alfabeta. Bandung, 
2014. 
Suparlan, Parsudi, Hubungan Antar Suku Bangsa, Jakarta, KIK Press, 2004. 
Tajuddin, Muhammad Saleh, Konsep Ibn Khaldun Masyarakat Sipil Dan 
Hubungannya Dengan Diskursus Masyarakat Sipil Indonesia. JICSA Vol 
3 No.2. 2012, 
Tilaar H.A.R,  Mengindonesia Etnisitas dan Idenitas bangsa Indonesia:Tinjauan 
dari Perspektif Ilmu Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta 2007. 
Heyes, Cressida, Artikel Identity Politics, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2

























Lampiran 1 Dokumentasi. 
 
(Wawancara dengan Sarja  S.H M H. “Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan 
Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar) 
 
 
(Wawancara dengan  Andi Amrin, M.M. “Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 








( Wawancara dengan Muhammad Faiz S,H. “Toko Pemuda dari Etnis Pattae” ) 
 






















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Andi Muh Iqbal lahir di Kabupaten polewali 
mandar, Sulawesi Barat, Pada tanggal 12 Desember 1993 
dari pasangan Bapak Abdullah dan Andi Hikma S E. Anak 
pertama dari 4 bersaudara, penulis sekarang tinggal di  jl. M 
H Yasin Limpo Perumahan  Villa Samata Sejahtera Blok A  
Nomor 35. 
 Penulis telah menyelesaikan pendidikan mulai dari MIN Rea Timur dan 
selesai pada tahun 2006, dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Polewali, 
dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 
Polewali, dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan lagi di tingkat 
perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada 
tahun 2012, dan mengambil jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, 
Filsafat dan Politik, pada program Study Strata Satu (S1). 
 
